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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 2012 

TENTANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan 
Informatika dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, dipandang 
perlu melakukan penyempurnaan atas pedoman 
tata naskah dinas di lingkungan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Kementerian Komunikasi dan Informatika; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu 
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 
tentang Lambang Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 176); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 
tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1636); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi dan Kementerian 
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 
Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi dan Kementerian 
Negara; 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
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